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KABUPEMERINTAH PATEN BUOL

PERATT'RA}I DAERAH KABT]PATEN BUOL
NOMOR 04 TAIIT]N 2fiD

TENTANG

ORGAI\ISASI DAN TATA KER.IA PELAKSANA HARIAN BADAI\I NARKOTIKA
KABI'PATEN, PELAKSANA BADAN PENAI{GGUI,AI{GAN BENCANA DAERAH

DAT{ SEKRETARIAT DEWAIT{ PENGT]RUS KORPS PEGAWAI I\TEGERI REPI]BLIK
INDONESIA SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGI(AT DAERAH

DENGAIY RAHMAT TT'IHN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

Menimbang : a. bahwa bedasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 4l' Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Da€rab" maka

untuk melaksaffkan ketentuan Peratuan Perundang-undugan tugas

Pemerintahan Umum lainnya perlu dibentuk lembaga lain bagian dari

peranglat daerau

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dar Tata Kerja

Pelaksana Harian Badan Narkotika lfubupaten" Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencnna Daerah dan Sekretariat Dewuu Pengurus

Korps Pegawai Negeri Republik Indonesis sebagai Bagian Dari

Paangkat Daerah.

Melrgingat : l. Pasal 18 ayat (Q Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tatuu 1945i

Undang-Undang Nomor 5l Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai

Kepulauan (trmbaran Negara Repubik Indonesia Tahun 1999 Nomor

179, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 3900)

sebagaiman telah diubah denga Undang-udang Nomor I I tahun 2000

tentang perubatran atas Undang-undang Nomor 51 Tahun lgggtentang

Pembenhrkan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai Kepulauan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu 2000

Nomor 78, Tanrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3966\:

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeratr

(Ircmbaran Negara Rspublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
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4.

5.

sebagaimana telatr diubaha beberapa kali terakhir dengao Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Uudang-

Undang Nomor 32 Tahgn 20M t€nt8ng Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,

Tambatran Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 48U);

undang-undang Nomor 33 Tahun zOM t€ntang Perimbangsn

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (trmbaran

Negara Repubik Indonesia Tahrm 2004 Nomor L26, Tambahstr

Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4a3 8);

undang-undang Nomor 24 Tahtrn 2A07 tentang Penanggulatrgan

Bencana (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66'

Tambnhan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Pemturan Pemerintatr Nomor 16 Tahtrn 1994 tentang Jabatan

FungsionalPegawai Negeri Sipil (I-embann Negara Republik Indonesia

Tahun 1994 Nomor 22, Tambaban Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor 3547);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahrm 2000 tentang Pengangkafan

Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatau Stnfttural (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 33, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4l9l) sebAgaimana telah diubatt

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang

Peruabahan Peratuan Pemerintatr Nomor 100 Tahun 2000 tentary

Pengangkatan Pegawai Negeri Srytl Dalam Jabalan Struknml

(Irmbaran Negara Republik Iudouesia Tahun 2002 Nomor 197,

Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401 8);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tatrun 2004 tentang Pembinaan Korps

dan Kode Etik Pegowai Negeri Stpil;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 t€,ntary Orgprisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

474r);

10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badsr Narkotika

Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika

Kabupaten/Kota;

ll.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang

Pettrnjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Dacrab
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12. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tatrun 2008 tentang

Pedoman Organisasi dan Tata Kefa Badan PenanggUlatrgan Bencana

Daerah;

13. Peraturutr Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengunrs Unit Nasional Korps

pegawai Negeri Sipil Republik lndonesia Departemen Dalam Negeri;

14. Kepugsan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai

Negeri RePublik Indonesia;

Dengan Persetujuen Berseme

DEWAIY PERWAKILAI\I RAKYAT DAERAH KABI'PATEN BUOL

drn

BT]PATI BUOL

Menetapkan

MEMUTUSKAITT:

: PERATURAN DAERATI TENTAI\IG ORGAI\IISASI DAI\I TATA
PELAI(SANA IIARIAN BADAI\T NARKOTII(A KABUPATEN'
PELAKSANA BADAFI PENENGGULAT{GAN BENCANTA DAERAIT

DAI\I SEKRETARIAT DEWAN PENGTJRUS KORPS PEGAWAI
I\IEGERI REPUBLIK INDOIYESIA SEBACAI BAGIAN DARI
PERANGKAT DAERAII.

BAB I
KETENTUAI{ UMTJM

Pasal I

Dalam Peraturan Daeratr ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.

2. pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai uD.siur penyelenggara

Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.

4. Sekretaris Daeratr adalah Sekretaris Daeratr Kabupaten Buol.

5. Dewan Perwakilau Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga

Perwakilan Rakyat Daeratr sebagai un$r Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. pemerintatran Daeratr adalatr Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otonom oleh

pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan

prinsip Negara Kesatuan Repubtik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI adalah Sekretariat Dewan Pengrrrus

Kabupaten KORPRI Buol.
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8. Sehetariat Badan Narkotika Kabupaten Buol yang selanjutnya disingkat sekretarist BNK

adalah Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Buol.

9. Badan Narkotika Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika

Kabupaten Buol.

10. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjutnya disingkat LAKHAR BNK

adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Ksbupaten Buol.

ll. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten yang selanjuhya disingkat

KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Nartotike Kabupaten Buol.

12. Badan Narkotika Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga non-

suukturat yang berkedudukan di bawah dan benanggung jawab langsuug kepada Prcsiden.

13. Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredamn Gelap Narkotika selsqjutnya

disingkat P4GN.

14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat

Daerah yang di bentuk dalam rangka melaksanakan tugFs lain dan fungsi untuk

melaksanakan Penanggulangan Bencanadi Daerah.

I 5. Eselon adalah tingkataa jabat$ struktural.

BAB II
PEMBEI{TUKAI\I ORGAI{ISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

a. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Buol;

b. Pelaksana Badan Penaggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buol; dan

c. Sekrctariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia Kabupaten Buol.

BAB III
ORGAITISASI PELAKSANA IIARIAN

BADAN NARKOTIKA KABTJPATEN (BNIO

Bagian Kesatu

Kedudukan Tugas Pokok den Fungsi LAKHAR BIYK

Pssal 3

(l) Lakhar BNK merupakan lembaga stuktuml yang secara teknis operasional bcrkedudukan

dibawuh dan bertuggungiawab kepada Ketua BNK secara teknis Admidstatif

bertaoggungiawab kepada Bupati melalui Seketaris Daerah Kabupaten.

(2) Lakhar BNK dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksafla Fladan (KALAKHAR) BNK.

Paral 4

Lalfiar BNK mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas pemerintahan sebagai pembantu

Wakil Bupati (Ketua BNK) dalam hal:



a- Mengkoordinasikan perangkat daerah dan insansi Pernerintah Daerah dalam penyusunan

kebijakan dan pelaksaraan kebijakan operasional BNN di bidang ketersediaan P4GN; den

b. Membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur

perangkat daerah dan instansi Pemerintah Daerah sesuai tugas, ftngsi dan kewenangan

masing-masing.

Prsrl 5

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Iakhar BNK

menyelen ggarakan fimgsi:

a. Pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah daerah dalam penyiapan dan

penyusunan kebiiakan pelaksanaan di bidang ketersediaan dan P4GN;

b. pengoperasiau satuul tugas yang terdid atas unsur perangkat daerah dan instasi pemerintah

daerah di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fingsi &n kewenangan masing-

masing;

c. Pelaksanaan pemutusan jaringan gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif

lainnya melalui satuan tugas di lingkuugan pemeriutah daerah sesuai kebijrkrn BNN; dan

d. Pembangunan dan pengembangan sistem inforrnasi sesuai dengan kebijakan operasional

BNN.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan frmgsi sebagainana dimaksud dalam Pasal 5, Lakhar BNK

mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi vertikal maupun horisontal sesuai

dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Ketiga

Susunan Organisrsi

Prsal 7

(1) Susunan Organisasi Lakhar BNK terdiri atas:

a- Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BNK;

b. Sekretariat membawshi:

l. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Seksi Pencegahan;

d- Seksi Penegakan Hukum;

e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;

f. Seksi Data & Informasi:

g. Satuan Tugas; dan

(2) Bagm struktu organisasi selaetadat LAKHAR BNK tercatrtun dalam Lampiran I dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Daerah ini.



(3)KetentuanlebihlanjutmengenaiuraiantugaspokokdanfirngsiLAKHARBNKdiatur

tebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

Pasrl 8

(l) sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l) dipimpin oleh Sekretaris yang

berada di bawah dan bertanggungiawab kepada KALAKHAR BNK'

(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), masing-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berads di bawah dan bertanggungiawab kepala KALAKHAR

BNK

(3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (l), masing-masing dipimpim oleh

. seofang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah ds$ benangguugiawab kepada

Selcetaris.

(4)sstusnTugassebagaimanadimaksuddalamPasalTayat(l),beradsdibawuhdan

bertanggungiawab kepada Ketua BNK yang pelaksanaan tugssnya dikoordinasikan oleh

KALAK}IARBNK.

Bagian Keempat

Eselon' Penganglrrten drn Pemberhentirn LAKHAR BftK

Prsal 9

(l) Laktrar BNK merupakan jabatan struktural Eselon III.a.

(2) SekrcAris Jabatan Struktural Eselon III.b.

(3) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi Jabaran Struktural Eselon IV.a-

Pascl l0
(l) Kalakhar BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Dalam hal Kalakhar BNK sebagimana dinaksud pada ayat (l) diangkat dari anggota

kepolisian, Bupati berkonsulusi dengan Kepala Kepolisian Reson dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan.

(3) Sekretaris, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi di ltutgkugar BNK diaugkat dan

diberhentikan oleh Bupati.

BAB W

ORGA}IISASI PELAKSANA BADAN PENAGGULAIIGAN BENCANA DAERAH

(BPBD) KABUPATEN BUOL

Bagian Kesdu

Kedudukrn, Tugas Pokok den Fungsl

Pasal 11

(l) BPBD berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Bupati.

(2) BPBD dipimlrin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh sekretaris Daerab-

--------T
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Pasal 12

BPBD mempunyai tugas Pokok:

6. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usatra penaggulangan bencana yang

mencakup pencegahan bencana, peurgamn darurat, rchabilitasi, selli rekonsu*si secara

adil dan setara;

b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Menyusun, menetapkan dtn menginfotnasikau peta rawatr bencang

d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;

e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali

dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencan4

f. Mengendalikan pengumpulan dnn penyaluran uang dan bamug;

g. Mempertanggungjawabkan penggunaar,r anggaran yang diterimadari APBD; dan

h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasrl 13

Uftuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, BPBD

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan dan penetapan kebijakau penanggulangan bencana dan pennngauan pengungsi

dengan bertindak cepat dan tepag efektif dan efisien; dan

b. Mengkoordinasikan pelaksanaau kegiaAn penaggulangan bencana secara tertncana,

terpadu dan mandiri

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 14

(l) BPBD terdiri dari:
a- Kepala;

b. Unsru Pengaratr Penanggulangan Bencana; dan

c. Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana

(2) Unsru Pengarah psnanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) huruf b

ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Unsur Pelaksana pgnenggulangan BencanR sebagaimana rlimaksud dalam ayat (1) huruf c

berada dibawatr dan benanggrrng jawab kepada Kepala BPBD.

(4) Unsur Pelaksana Penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dipimpin oleh

seorang Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam penyelenggaraan tug3s

dan fungsi unsur pelaksana BPBD.
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Pssal 15

(l) Unsur pelaksana penanggulangan bencana mempunyai tugas melaksanakan

penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap

daruat dan pasca bencana

(2) Dalam melaksanakan tugas unsur pelaksana penanggulangan bencana sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi koordinasi, komattdo dan pelaksana

dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

Pesal 16

(l) Susturan Organisasi Pelaksana BPBD Kabupaten klasifikasi B yang terdiri atas:

a- Kepala Pelaksana BPBD;

b. Selaetariat;

c. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

d. Seksi Kedar.uratan ;

e. Seksi Rehabilitasi, Rekonstuksi dan Ingistik; dan

f. SatuanTugas(Satgas).

(2) Bagan Struktur Organisasi Pelaksana BPBD tercanttun dalam Lampiran II dan merupakan

bagian yang tidak terpisahkan dengnn Peraturan Daerah ini.

(3) Ketentuan lebih la4iut uraian tugas pokok dan fungsi Pelaksana BPBD diatur

lebih la4iut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Sekreuriat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l), dipimpin oleh seoftlng

Sekretaris yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.

(2) Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l), masiug-masing dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi yang berada dan bertangguttg jawab kepada Kepala Pelaksana

BPBD.

Bagian Ketiga

Pasd lt
(l) Kepala Pelaksana BPBD merupakan Jabatan Struktural Eselon III.a.

(2) Sekretaris dan Kepala Seksi merupakan Jabaun Struktural Eselon IV.a.

Pasal 19

(1) Pengisian jabatan dilingkungan usur pelaksana BPBD b€rasat dari PNS yang memiliki

kemampuan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan integritas yang dibutuhkan

dalam p€nanganan bencana.

(2) Pembinaan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilaksanakan oleh BPBD

berkonsultasi dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah-
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BAB V

ORGAI\IISASI SEKRETARIAT DEWAIY PENGURUS I(ABI'PATEN KORPS
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN BUOL

Bagian Kesaht

Kedudukan, Tugas Pokokdan Fungsi

Pasal 20

(l) Seloetariat Dewan Pengunrs Kabupaten KOPJRI bagian dari perangkat daerah yang secara

teknis operasional berkedudukatr di bawah dan bertanggug jawab kepada Ketua Dewan

Pengurus Kabupaten KORPRI dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI mempunyai tugas pokok melaksanakan

koordinasi dan pembinafln serta membedkan dukungan adminisEatif kepada Dewan

Pengunrs Kabupaten KORPRI.

Pasal 2l

Dalan melalsanakan tugas pokok sebagaimana dimalsud dalam Pasal 20, Sekretariat Dewan

Pengurus Kabupaten KORPRI menyelenggarakan fungsi:

a, Mengkoordinasikan kegiatan dan hubungan kerja di bidang adrninistrasi dengan

kepengrrrusan Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI;

b. Mengelola adminishasi untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pe,ngunrs

Kabupaten KORPRI;

c. Membina anggota KORPRI disetiap tingkatan teunasuk Badan Usaha dan Yayasan

KORPRI; dan

d. Melaksanakan tugas lain tenentu yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengunrs Kabupaten

KORPRI.

Baglrn Kedur

Susunen Organisesi

Prsal 22

(l) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI terdiri atas:

a. Sekretaris;

b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

c. Subbagian Kepegawaian dan Perlengkapan Umum; dan

d. Subbagian Hubungan Masyarakat.

(2) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan

tercantum dalam lampiran III merupakan

Daerah ini.

Pengunrs Kabupten KORPRI sebagaimana

bagan yang tidak terpisabkan dari Peraturan

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fimgsi Sekrctariat Dewan

Pengunrs Kabupateu KORPRI diatur lebih lanjut dengan Peratuan Bupati.
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Bagirn Ketiga

Eselonisrsi

Prsal 23

(l) Sekretariat Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI merupakan jabatan struktural eselon

III.b.

(2) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Pengunrs Kabupateu KORPRI merupakan

jabatan struktural eselon IV.b.

BAB YI

TATA KERJA

Pssal 24

Setiap K@a Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangka,t Daerah dalam

melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Perafirran Perundang-undangan.

Pasal 25

Setiap Kepala Satuan Organisasi kmbaga Lain Bagian Dari Perangkat Dae,rah dalam

melaksanakan tugasnya wajib menerupkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinlaonisasi secara

vertikal dan horizontal, baik dalam linghmgan masingmasing maupun antar unit organisasi

lain sesuai dengan tugasnya.

Pasel 26

(l) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah wajib

mengawasi bawahannya.

(2) Dalam hal Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dad Perangkat Daerah dalam

melalarkan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menemukan penyimpangan

wajib mengambil largkah yang dipertukau sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 27

Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah bertanggung

jawab dalom memimpin, mengkoordinasikan serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi

pelaksanaau tugas bawahannya.

Pasal 28

(l) Setiap Kepala Satuan Organisasi Lembaga Lain Bagian Dari Perangkat Daerah wajib

mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing

serta meuyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya

(2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l), tembusannya disampaikan

kepada organisasi lain yang secata fingsional mempunyai hubungan kerja.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimFinan Satuan Organisasi lrmbaga Lain Bagian Dari

Perangkat Daerah dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan

laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

l0
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BAB VII
PEMBIAYAAIY

Pasal 29

Pembiayaan Lembaga Lain Bagian dari Peraogkat Daerah lkbupaten Buol di bebankan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber anggaran lainnya yang sah dan

tidakmengikat.

BAB YIII
KEPEGAWAIAI\T

Pasal 30

(1) Pejabat struknral dan pejabat fungsional pada Lembaga Lain Bagan Dari Puangkat

Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Penrndang-

undangan yang berlaku.

(2) Dalam hal KALAKHAR BNK diangkat dari anggota Kepolisian, Bupati berkonsultasi

dengan Kepala Kepolisian Reson dengan memperhatikan Peraturan Perutdang-undangan

yang berlaku.

BAB D(

KETENTUAI\I PENUTT]P

Prsrl 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
padatanggal 15 Juni 2009
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SUSTJNAN ORGAITISASI

SEKRETARIAT DEWAI\ PENGIJRUS KABUPATEN

KORPS PEGAWAI REPT]BLIK INDONESIA

SEKRETARIS DEWAN

PENGURUS KABUPATEN
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